KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH YANG BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang: a.

Mengingat :

bahwa dalam rangka memenuhi pengelolaan keuangan vang
baik, Universitas [slam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam
menjalankan tata kelola pelaksanaan anggaran merujuk pada
hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya yang
meliputi: hasil audit eksternal (KAP, Irjen, BPK), hasil
pengawasan internal, pelaksanaan SPJ, monitoring dan
evaluasi serta penelaahan permasalahan keuangan.
Pemenuhan standar dalam menentukan besarnya biaya yang
digunakan untuk melaksanakan program kerja merujuk pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

bahwa berdasarkan huruf a dinilai perlu menetapkan
Keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang
bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomeor 23 Tahun 2005 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nemor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementrian Agama;
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 serta
perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015
tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2013 tentang
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Banda
Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda
Aceh;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.05/2015
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana
Kerja Dan Angpgaran Kementerian Negara/Lembaga Dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.05/2016
tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, Sekertaris Dewan Pengawas,
dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
vang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
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Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178 / PMK. 05/
2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12
Tahun 2014 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun
2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Banda Aceh;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022
Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2023;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 /KMK.05/2011
tentang Penetapan [AIN Ar Raniry Banda Aceh pada
Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/PMK.05/2017
tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola,
Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada
Kementerian Agama;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2022 tentang Piagam
Penpawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Ar-Raniry Banda Aceh;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan
Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-
Raniry Banda Aceh.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN
ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH YANG BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

Memberlakukan Panduan Pelaksanaan Anggaran Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang Bersumber dari Daftar
Isian Pelaksana Anggaran Badan Layanan Umum Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tertuang pada
lampiran.

Panduan Pelaksanaan Anggaran ini berisi pendahuluan,
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan
anggaran, pelaporan dan pengarsipan.

Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh wajib berpedoman pada Keputusan Rektor ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

—Bitetapkan di Banda Aceh




LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH YANG BERSUMBER DARI DAFTAR
ISIAN PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berkedudukan di Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh, yang semula merupakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-
Raniry yang berdiri pada tanggal 5 Oktober 1963 melalui Keputusan Menteri
Agama RI No. 89 tahun 1963. Perubahan IAIN menjadi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry melalui proses cukup panjang dan akhirnya pada tanggal 1
Oktober 2013 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 135 tentang Perubahan
Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh pada Bab X pasal 87 mengenai Pendanaan dan Kekayaan
menyatakan bahwa; (1) Pengelolaan keuangan Universitas dikelola secara
tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab; (2)
Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik (3)
Pengelolaan Keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi.

Dalam rangka memenuhi pengelolaan keuangan yang baik, Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam menjalankan tata kelola

pelaksanaan anggaran akan merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan



anggaran tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran
sebelumnya meliputi: hasil audit eksternal (KAP, Irjen, BPK), hasil
pengawasan internal, pelaksanaan SP.J, pemeriksaan faktual, monitoring dan
evaluasi serta penelaahan permasalahan keuangan yvang berlangsung selama
tahun sebelumnya.

Pemenuhan standar dalam menentukan besarnya biaya yang
digunakan untuk melaksanakan program kerja harus sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 /PMK.05/2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

Atas dasar itulah, maka dinilai perlu menerbitkan Panduan
Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh baik
yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Layanan
Umum UIN Ar-Raniry. Panduan Pengelolaan Anggaran Universitas dapat
menjadi acuan teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kerja

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

B. Maksud dan Tujuan
Tujuan penyusunan Panduan Pelaksanaan Anggaran adalah:
- Memberikan panduan dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban
anggaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Pelaksanaan Anggaran adalah:
1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

4. Belanja Bantuan Sosial

D. Pengertian Umum

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBEN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan begara yvang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai
acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi pemerintah
daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/
Lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tangpung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengampbil
keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar vang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimparn, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara
dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/
Lembaga.

Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutmya disebut
penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa

berdasarkan kontrak.
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Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan
tanggung jawab wuntuk melaksanakan pengelolaan administrasi
belanja pegawai.

Rupiah Murni yang selanjutnya disingkat RM adalah alokasi dana
dalam APBN yang tidak berasal dari pinjaman dan/ atau hibah Luar
Negeri.

Bantuan Operasional Pergururan Tinggi Negeri yang selanjutnya
disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang
diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan
biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada
sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Badan Layanan Umum vyang selanjutnya disingkat BLU adalah
instansi di lingkungan Pemerintah yvang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara
pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS
adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat

keputusan, surat tugas atau surat perintah membayar langsung.
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Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yvang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi UP
vang telah ditetapkan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen vyang diterbitkan oleh PPK, wyang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali
pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil
yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna
untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran kepada pihak yang dituju.
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Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan UP.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan
untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP
yang membebani DIPA.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa - BUN
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau
pelaksana swakelola.

Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah penetapan
penerima pembayaran atas beban APBN yang ditetapkan oleh PA/
KPA/ PPK.
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Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah
rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan
kerja dalam periode 1 (satu) tahun vang dituangkan dalam DIPA
Term of Reference yang selanjutnya disingkat TOR adalah penjelasan
lengkap dalam bentuk berkas atau dokumen mengenai landasan,
tujuan, dan struktur proyek vang akan segera dilaksanakan.
Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah
rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa
yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau
dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan
bersama (co-financing).

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga vang selanjutnya
disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran
dari Renja K/L vang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah
bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan Kkeuangan dan/atau hasil

realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.



BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Kegiatan adalah pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-

petunjuk dalam melaksanakan program kerja yang telah disusun dan

harus diikuti oleh pengelola anggaran guna mencapai Visi-Misi

Universitas. Perencanaan yang harus disusun oleh pengelola anggaran

meliputi:

1. Matrik Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD)

a.

Matrik kegiatan merupakan kegiatan atau program kerja
Unit/Fakultas /Pascasarjana yang disesuaikan dengan alur kerja
dan aktivitas-aktivitas yang bersifat pada pencapaian tujuan

Universitas.

. Rencana penarikan dana adalah Rencana Penarikan Dana Bulanan

vang selanjutnya disingkat adalah rencana
penarikan kebutuhan dana bulanan yang di tetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satun
kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang di tuangkan dalam DIPA
Setiap Unit/Fakultas/Pascasarjana harus menyusun matrik
kegiatan dan RPD untuk waktu 1 tahun anggaran.

Waktu penyusunan matrik kegiatan dan RPD setelah diputuskan
pagu anggaran definitif dan pagu anggaran sudah direviu oleh SPI
dan diserahkan ke Bagian Keuangan dan Akuntansi paling lambat

akhir bulan Januari pada setiap tahun anggaran.

. Matrik kegiatan dan RPD menjadi pedoman waktu pelaksanaan

kegiatan dalam waktu 1 tahun anggaran.

Setiap Unit/Fakultas/Pascasarjana dapat merevisi matrik kegiatan
dan RPD apabila terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan paling
lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan
matrik kegiatan dan penarikan dana harus dilakukan sesuai dengan
RFD

2. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan DIPA yang sudah
disahkan.

3. Apabila kegiatan tidak memenuhi poin (2) maka SPJ / Penyelesaian
Tagihan tidak bisa diproses.



BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Pertanggungjawaban (SPJ)

d.

Pengajuan tagihan untuk pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan paling lama 5

(lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Staf Pengelola
Keuangan (SPK) menguji kelengkapan dokumen tagihan paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima;

Jika tidak memenuhi point (a dan b) toleransi dapat diberikan 2
(dua) hari kerja dengan melampirkan surat dispensasi dari Kepala
Biro AUPK;

Jika tidak memenuhi point (c) Toleransi dapat diberikan 2 (dua)
hari kerja dengan melampirkan surat dispensasi dari Wakil Rektor
Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;

Jika tidak memenuhi point (d) Toleransi dapat diberikan 2 (dua)
hari kerja dengan melampirkan surat dispensasi Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA);

Setiap pertanggungjawaban untuk satu kegiatan harus ditagihkan
secara bersamaan untuk semua jenis belanja/tagihan dengan
melampirkan laporan kegiatan;

Semua dokumen pertanggungjawaban selain dalam bentuk hard
file juga wajib diserahkan dalam bentuk soft file;

Setelah dokumen tagihan dinyatakan lengkap, proses pencairan

dilakukan maksimal selama 3 (tiga) hari kerja.

B. Jenis dan Data Dukung SPJ

[. Belanja Pegawai

SPJ Belanja pegawai meliputi:

1.

Gaji Induk
Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ Gaji induk adalah:
- SPP



SPTB

SPTJM

Rekap perubahan data pegawai
Daftar pembayaran

KGB/ SK kenaikan pangkat dll
SSP pajak

e-bupot

ADK

Uang Makan
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ uang makan
adalah:

=~ BEE

- BSPTB

- SPTJM

- Daftar pembayaran dan rekap

- Daftar absensi yang di tanda tangani oleh koordinator
kepegawaian

- S5P pajak

- e-bupot

- ADK

Lembur
Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ lembur adalah:

- SPP

- SPFTE

- Rekap POK

- SPTJM

- Surat Perintah kerja Lembur
- Daftar bayar

- Daftar hadir elektronik yang sudah ditandatangani
- SS5P pajak

- Laporan dan foto kegiatan

- e-bupot

- ADK

Tunjangan profesi dosen dan Kehormatan guru besar

Data dukung yang diperlukan dalam proses SP.J adalah:

= BPF

- SPTB

- SPTJM

- Daftar bayar

- Rekapitulasi daftar bayar



- SK Penerima Tunjangan profesi

- S5P pajak

- e-bupot

- Surat keterangan Beban Kerja Dosen (BKD)

- Sertifikat pendidik

- Surat pernyataan melaksanakan tugas

- Surat pernyataan menduduki jabatan

- Fotocopy buku rekening /Adk Lampiran SPM
- ADK (*.CSV)

II. Belanja Barang
1. Gaji Induk/Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN)
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJM

- 8K

- Daftar pembayaran penghasilan (DPF)

2. Honor Pengelola Keuangan
Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- 8K

- SBSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-Bupot

- ADK

3. Honor Mengajar Dosen Luar Biasa

Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- SK dan jadwal mengajar



- Daftar hadir (Jurnal yang telah divalidasi)
- S5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)

- e-billing (BLU dan GUP)

- e-Bupot

- ADK

4. Honor Tenaga Pengajar pada Ma'had Al-Jami’ah dan Asrama
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

-~ SFTH

- SPTJM

- Rekap POK

- SK

- Daftar Hadir

- S5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- ADK

5. Honor Tim Penyusun Jurnal
Data dukung yang diperlukan dalam proses SP.J adalah:

- &PP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- SK

- Jurnal yang Sudah Terbit
- SSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- ADK

6. Honor Pembimbing Lapangan/ Pimpinan Lembaga Tempat Magang
Data dukung vang diperlukan dalam proses SP.J adalah:

- SPP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- SK

- SSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)



- e-billing (BLU dan GUP)
- e-bupot
- ADK

7.Honor Petugas Piket Klinik, Perkuliahan dan Pelayanan
Perpustakaan
Data dukung yvang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- 8PP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- BK

- Daftar Hadir Elektronik
- SSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)
- e-bupot

- ADK

8. Remunerasi 70%
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- SPTIJM

- Daftar Bayar

- Rekap Grade

- Rekap Nilai IKU (Dosen DT, JFT, dan Struktural))
- Rekap Nilai Poin LPM (Dosen DS, DTBPNS)

- Rekap Nilai Triwulan (JFU)

- Rekap Nilai Perilaku (Dosen DT, JFT, Struktural, dan JFU)
- SK Jabatan dan Grade

- e-billing

- e-bupot

- ADK

9. Remunerasi 30%
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK
- Daftar Bayar
- Rekap Grade



10.

1 &

12,

- SK Jabatan dan Grade

- Rekap Absen fingerprint

- Rekap Absen Apel

- Rekap Jumlah Mahasiswa per Semester (Khusus awal semester)
- Surat Tugas

- e-billing

- e-bupot

- ADK

Honor pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi bagi DLB
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPIB

- SPTIJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- SK

- SSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-Bupot

- ADK

Honor Penguji Skripsi/Tesis/Disertasi bagi DLB
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- SPTJM

- Rekap POK

- Daftar Bayar

- SK

- Berita Acara Sidang

- SSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)
- e-Bupot

- ADK

Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Data dukung yang diperlukan dalan proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTJB

- Rekap POK

- SPTJM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP



13.

14.

- Daftar Nominatif

- Kwitansi

- Rincian kwitansi

- Undangan (apabila bersifat menghadiri)

- Surat Tugas

- SPD dengan wajib melengkapi tanggal, nama dan jabatan yang
tanda tangan SPD

- Bukti Perjadin (Tiket, Boarding Pass, Bill Hotel, Bill Taksi, dll)

- Print Out Absensi Bulan Berjalan

- Laporan perjadin

- Foto kegiatan perjadin

- ADK

Perjalanan Dinas Luar Negeri
Data dukung yang diperlukan dalan proses SPJ adalah:

- Surat Izin Setneg

- Photocopy passport (warna)

- Nilai kurs pada hari keberangkatan

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Daftar Nominatif

- Kwitansi

- Rincian perjadin

- Undangan (apabila bersifat menghadiri)

- Surat Tugas

- SPD dengan melengkapi tanggal, nama dan jabatan yang tanda
tangan SPD tempat tujuan

- Bukti Perjadin (Tiket, Boarding Pass, Bill Hotel, Bill Taksi, dll)

- Laporan Perjadin

- Foto Kegiatan

- Print Out Absensi Bulan Berjalan

- ADK

Honor Panitia Kegiatan (yvang dikecualikan dalam skema
Remunerasi)
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJM

- Daftar Bayar

- 8K

- Daftar hadir peserta dan undangan
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16.

- SS8P (sifat pembayaran LS- RM/BOFPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- ADK

Dokumentasi dan Pelaporan/Cetak/Fotocopy/ATK, dll
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- Bukti Dokumentasi

- Laporan Kegiatan Lengkap

- Faktur pajak dari rekanan

- Profil atau Subbidang badan usaha yang sesuai
- SS5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-Bupot

Honor Narasumber/Moderator
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJM

- Daftar Bayar

- SK

- Daftar hadir

- Schedul acara

- undangan menjadi narasumber

- Surat tugas dari lembaga

- NPWP

- Biodata [CV)

- Materi

- Foto Kegiatan/Foto Narasumber sedang memberikan materi
- Fotocopy buku rekening /ADK Lampiran SPM
- SS5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)

- e-billing (BLU dan GUP)

- e-Bupot

- ADK
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18.

19,

Konsumsi/snack
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- Daftar Hadir (asli)

- Undangan

- SK kegiatan

- Schedul acara

- Dokumentasi Kegiatan yang terlihat Konsumsinya
- Profil atau Subbidang badan usaha yang sesuai

- S5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

Spanduk/Baliho
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- Dokumentasi (Bukti foto spanduk /baliho yang terpasang)
- Faktur pajak dari rekanan

- Profil atau Subbidang badan usaha

- S8P (sifat pembayaran LS- RM/BOFPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-Bupot

- e-faktur

Dekorasi

Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP
- SPTB
- Rekap POK



20.

21.

- SPTJFM

- SPBY Sira dan Sakti jika sifat pembayarannya GUP
- Kwitansi

- Faktur

- Dokumentasi (Foto Hasil Dekor)

- Profil atau Subbidang badan usaha

- SSP (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)

- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

Konsumsi Rapat yang melibatkan eselon 1 lainnya/konsumsi tamu
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- Undangan

- Daftar hadir (asli)

- Dokumentasi/Photo

- Notulensi Rapat

- Profil atau Subbidang badan usaha yang sesuai
- SE&P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

Operasional Perkantoran
Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- Daftar Distribusi (Khusus Koran)

- Profil atan Subbidang badan usaha yang sesuai
- S8P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur
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23.

24.

Barang Persediaan
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- Berita Acara Serah Terima Barang

- Foto Barang

- Profil atau Subbidang badan usaha yang sesuai
- SB5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN])
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

BBM Perjalanan Dinas
Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP
- Kwitansi

- Faktur (Print out struk SPBU)

- Surat Tugas

Catatan: Pengisian BBM mempertimbangkan Kepatutan dan
Efisiensi.

Pajak Kendaraan
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP
- Kwitansi

- Faktur (Fotocopy STNK/ Pajak)

Catatan: Biaya yang dikeluarkan tanpa Bill tidak dapat diproses.
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26.

27.

Biaya Kontribusi/Iuran
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Tanda Terima Asli dari Instansi yang Bersangkutan

- Undangan / Surat Tugas

- Permohonan [/ Disposisi Pimpinan (Khusus Jurnal Indeks
Scoopus)

- Jurnal yang sudah terbit

Belanja Barang Kontraktual
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- PP

- SPTB

- Ringkasan kontrak

- SPK/Kontrak

- Kuitansi

- Berita Acara Pemeriksaan Barang [Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Barang /Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran (BAP)

- Foto

- S5P (sifat pembayaran LS- RM/BOPTN)

- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

Operasional Mahasiswa (Kegiatan Organisasi Mahasiswa)
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPTB

- SPBy

- SPTJM

- Kuitansi

- Proposal dan Disposisi Pimpinan
- Surat Tugas

- Fotocopy Buku Rekening

- Laporan



28. Sewa
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP

- SPTB

- Rekap POK

- SPTJFM

- SPBY jika sifat pembayarannya GUP

- Kwitansi

- Faktur

- NPWP Badan usaha

- Perjanjian Sewa Menyewa

- Dokumentasi

- Profil atau Subbidang badan usaha yang sesuai
- S5P (sifat pembayaran LS- EM/BOPTN)
- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

[II. Belanja Modal
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ adalah :

- SPP

- SPTB

- Ringkasan kontrak

- SPK/Kontrak

- Kuitansi

- Berita Acara Pemeriksaan Barang /Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Barang /Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran (BAP)

- Foto

- SESP (sifat pembayaran L'S- RM/BOPTN)

- e-billing (BLU dan GUP)

- e-bupot

- e-faktur

Catatan: pembayaran dapat dilakukan dengan GUP jika nilainya
dibawah 50 juta

[V. Belanja Bantuan Sosial
Data dukung vang diperlukan dalam proses SPJ adalah:

- SPP
- SPTB
- Rekap POK



- SPTJM
- Daftar Bayar
- SK

- Validasi Rekening Aktif dari Bank

- ADK
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BAB IV
PENUTUP

Panduan Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Ar-
RaniryBanda Aceh merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan program
kerja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Unit, Fakultas dan
Pascasarjana kepada Universitas. Dengan adanya Panduan tersebut,
diharapkan Unit, Fakultas dan Pascasarjana dapat menjalankan semua
kegiatan sesuai dengan matrik kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD),
Term of Reference (TOR)/Proposal/KAK, RUP, dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA
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ANAK LAMPIEAN 3

KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR [SIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN
AR-RANIRY

UNIVERSITAS [ISLAM NEGERI
BANDA ACEH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TEEM OF REFERENCE)

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Eselon I

Program

Hasil

Unit Eselon 11/ Satker
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
Volume

15

W k2

bl e B

Latar Belakang

a. Dasar Hukum

b. Gambaran Umum

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

b. Tujuan

Indikator Pencapaian dan Keluaran

a. Indikator Pencapaian

b. Keluaran

Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

b. Tahapan Kegiatan
1) Tahapan penyusunan rencana dan program
2) Tahap pelaksanaan rencana dan kegiatan
3) Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

Tempat pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Jadwal Kegiatan

Biaya

ANGGARAN
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR [SIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

Susunan dan bentuk Naskah Dinas Laporan terdiri dari:

1. Kepala Naskah Dinas Laporan, terdiri dari:
a. Kop Naskah Dinas;
b. Kata LAPORAN ditulis dengan huruf capital secara simetris;
c. Kata TENTANG ditulis dengan huruf capital secara simetris;
d. Judul laporan yang ditulis dalam huruf capital dan diletakkan secara
simetris.

2. Batang Tubuh Laporan, terdiri dari:

a. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan,

serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

b. Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, factor yang
mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi,
dan hal lain yang perlu dilaporkan;

. Simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan;
. Penutup, vang merupakan akhir laporan, memuat harapan/
permintaan arahan/ ucapan terima kasih.

o0

3. Kaki Laporan, terdiri dari:
a. Tempat dan tanggal pembuatan laporan, yvang ditulis dengan huruf
awal capital;
b. Nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf
awal capital;
¢. Tanda tangan;
d. Nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal capital.



Bentuk Naskah Dinas Laporan:

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

J1. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Acch
Telp. 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552922

Situs - www.ar-raniry.acid E-mail: humasizgmail com

A. Pendahuluan
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Fuang Lingkup
4. Dasar
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan
C. Hasil yang Dicapai
D. Simpulan dan Saran

E. Penutup

MNama Jabatan Pembuat
Laporan

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS [SLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

Penyelesaian Tagihan Melalui Mekanisme Pembayaran LS

No Uraian Penyedia PPK PPSPM
Barang/lasa
1 | Mengajukantagihan atas
penyelesaianPekerjaan, Pendukung
disertai dengan bukti
pendukung

2 | PPK melakukan pengujian
dan penelitian materil dan
formal tagihan

3| Dalam hal tagihan
memenuhi syarat, PPK
menerbitkan SPP

4 | PPSPM melakukan
pengujian SPP dan bukti
pendukung

5 | Dalam hal SPP & bukti

Pendukung memenuhi syarat,
PPSPM menerbitkan SPM

SPP/Bukti
Pendukung




ANAK LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA

ANGGARAN

ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
Pembayaran Tagihan Melalui UP Tunai
No Uraian Pihak Ketiga/ PPK Bendahara
Penerima Uang Pengeluaran/
Muka Kerja BPP
1|a. Pihak ketiga mengajukan

tagihan disertai bukti
pendukung; atau

b. Penerima Uang Muka Kerja
mengajukan permintaan
Uang Muka Kerja disertai

bukti pendukung.

Tagihan
Pihak Ketiga

fUang Muka
Kerja

PPK menguji tagihan atas
UP,apabila memenuhi syarat
maka diterbitkan Surat Perintah

Bayar (SPBy);

SPBy beserta bukti pendukung
disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran/BPP;

SFB?& Bukti
§ Pendukung

'

Bendahara Pengeluaran/BPP
melakukan pengujian;

Setelah memenuhi syarat SPBy

dibayar oleh Bendahara

>

|

‘




ANAK LAMPIRAN 8

KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH
Mekanisme GUP Tunai
No raian PP5PM PPK Bendahara
Pengeluaran/
BPP
1 | Bendahara Pengeluaran Bukt
menyampaikan bukti pengeluran P:n;elunun
kepada PPK

2 | Atas dasar bukti pengeluaran
tersebut, PPK melakukan
pengujian apabila memenuhi
syarat menerbitkan SPP-GUP.

3 | SPP-GUP beserta bukti
pendukung disampaikan kepada
PPSPM

3 | PPSPM melakukan pengujian
SPP-GUP dan bukti pendukung

4 | Dalam hal SPP-GUP dan bukti
Pendukuing memenuhi syarat,
PPSPM menerbitkan SPM-GUP




ANAK LAMPIRAN 9
KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN

UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH
renman b Fom s
BLU e
NOMOR
L KodeSatuan Kerfa - A2¥25
L NamaSstuan Kerjs UIN AR-HRANIRY BANDA ACEH
X Tanggal / No. INPA ¢ M Mopember 2022 | 5P DIPA- 02504242 W2 52023
30 Nopember 2022 / 5P MPA- 005,04 2 £3W3 5028
4 Klasifikasd Anggaran -

YVong bertaedaiangan di banah ini stas name Kuwsa Pengguna Anggaan Samen Kenpa UTN AR-RANIRY BANDA ACEH
nenysakan babwma wayva bertang gungjavwals wosra fvmal dan malevial dan kebonaan perhitingan prosmgotan pagak stas sepals
pemayaran tagshan yvang lelah Kanii permntahian dalaim 5P ind dengan permsion schagal berikoa:

No | Kede | Peserima Urslan Jumish
(] . .. .

L] € il & i B

Hwmlah

Pukii-bukii peng elusran seggarn dan mb sebismn pa ok | SSPYBPNG o di siss disimpan obeh Penggona Ang prrsn'K mssa
Pemgguna Anggarm emiuk kelengkap Inmnistrasi dan pe ksmun aparal pengavw asan fung somal

Denikian Sarst Pernyatasn ind dibsat denjgan sebhenamya

Banda Acch,
Pejabat Pemnbust Komilsmen

Frovbayaran Lasg ung (L5 fewdabara
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN PELAKSANA
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

Prjabrat Pooss bt w5 sl Pesinial Sleonbayar
Saiker UTN AR-MANIRY IANIFA ACEN
ali REFEA HANIIG ALER

i, bumid sh prnshayaran yang dbmanial e LY
3 Ul kopaoriusn

¥, howis holangs

4 Aust st

A Al

. Bllarpesty o el mng

T. N slan Wil SR Limtnnk
N Nl S Komansl

RM7BLU SURAT PERMINTAAN PEMBAVARAN R kb
Tamggai 1 S N - RIS
i ot e
Halal Pemhiyamen emsbayaiun | angrammg 145§ Demdabats
[P S — Pomg rlmainn Asgpaiin
0. 1w pasri remam ! Lo msbaga R MENT LA N A AN, A3 LY P B wsalam Bambs Sorh
2 Uit g bl EATEIEN 1IN O G A L A ey T, K aghai r:uq.:_u-qu—.hhnn. dan [y s
Samg Pesbehibo Tonggi Kesgomam fulam
RS Tiied S UIN AN-SUA NIEY BANIN ATLH B kel hogisl an
Al Lkl iR e L N TE RERRET JIpS Y LS U
B T o et BOTA HAN DA ACTH A B ey g i P fabns s i Dhwcial
Krpads % i,

Mewilaaat s DIIA Soimsd: S DHPA- 028 060 2482 W28 200t gl W0 1 2002 Vet Fridvas i Mived i s v d 70 i iy @i sibagal e ik

Lt [ R R L TR
Uiwd BEESASRGKLT AN

L SEML & M KEGEAT AN DN
AR TP LT [RALA S P

Fasd iaiaki B ek W AN PR A AN ALART AR ash, BFF K AR
(L LT ALY Mg L LT Lo LT L

i BEARATA N (6 TPLT AKEN

TLIMELASE 1

n SEAIU A KIGIATAR

JLIALAE D

AN FERSIINIAAN

Rl DL it Fosinbany e T

s
D e St Taninlls St (TFE  Prsiuas

Pirgabual 51750 IBELY B rimall
Sathay LN AR RANIRY BANDS ACEN
Fala anggasl

s
L1

Mamds Acvh sopors langgal disiss
PPicjen ot P irdvaiil oasps ey
Sty UIN AB-HANRY BANDA ACEH

o
L1l

FProbayaraw Languuag (1.5 Beoda e
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KEFUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG

BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

SURAT SETORAN PAJAK 1
oy _-_ EMENTERIAN EEVUANGAN R.1. LEMBAR
IHEKTDIH.T JENDERAL PAJAN (SS P)

untuk arsip WP

NPWP Ja | S 5 ) [ S O I O R Y [ N

Lhied perwad Fongon Nomor Pokod Iegmd Paisd pasg Siaidils
NAMA WP
ALAMAT WP

NOP 21 I [ e o 1 N () G (O NS G (OB () N O N A [
Dird peawsd Fonpon Womor Obfolt Pafsh

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pewmbagars

| o o
Masa Pajak Tahun Paiak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des I'l"“’i .Il.i
Fpes fanedy slpnng £r) pad'y hodom balaa, 1oswar Fongan pradaprrss wtek mirs poag botkonzon Dtiid’ Tt feewtamgans Pafold
NomorKetetapan : | | | | | /L1 1 J/L 0 I/ 01 /7L ]
ird peswad Momor Rotedypan | STE SHPLE, SKPAET
Jumlah Pembayar. : Fp - L din o ropiab ponvh
Terbilan
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Banda Aceh
L Sy e ey L oy Fandls langan
Nama Jelas
Nama Jelas :

F2032M

* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untul Pembangunan Bangsa ™
Ruang Yalidasi Kantor Penerima Pembayaran
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KEFUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN

UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG

BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

PELAKSANAAN ANGGARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR BLU (SPM-BLU)

T o S
Tanggal : ..cocvnvninnns i
Kuasa Bendahara BLU
Agar melakukan permbayaran sejumiah Rp.
L M -
Jenis SPM : | |Pengeliaran Anggaran | Cara Bayar ;| |Giro Bank Tahun Anggaran :

Dasar Pembayaran

UL APBN 2021 NO. 9 TAHUN 2020

SP DIPA-025.04.2.423925/2022 REV-POK_16
Tanggal 12 Desember 2022

Satker Kewenangan

Fakultas / Unit

423925 KD Biro Adm Umum, Perencanaan &
Kewuangan

Fungsi, Sub Fungsi, BA,  UnitEs.], Program

Kegiatan Output, Lokasi

Jenis Pembayaran

Sifat Pembayaran

Sumber Dana / Cara Penarikan

PENGELUARAN _ POTOMNGAN
Jenis Belania Jumiah Uang BA. LINIT. LOK. AKUN, Fak/Unit Jumiah Uang
Jumiah Pengeluaran Jumiah Potongan
Rp.

Kepada
NPWP
Mo, Rekening
Bank/Pos
LUraian

Banda Aceh,

A, Kubsa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

KEMENTERIAN AGAMA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal § i MO .

Saya vang bertanda tngan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen niemenintabhkan Bendahoma Pengeluaran agar melakukan
pcma'u_'.'m scyumbah :
Ep.

e T!I'ﬁ"ﬂl'v Ll L]

Kepada

Mo, Rekening

Mama Rekening
Nama Bank

Untuk Pembayaran

Atxs Diasar
1. Kusansibukti pembelian
2 Notabukti penerimaan barang jasa/(bukti lainnya)

Dibebankan pada

Kegtatan, ouwtpur, MAK

Kode
Setujulunas dibayar, [Dhilerima Banda Aceh. .o
L —— waggal .......... an. Kuasa Pemgguna Anggaran
HBendahars Pongecluaran Pemerima Uang / UMK Pejabat Fembual homitmen
Nama Nama Nama
NIP

NI
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

T P s s age

L T
LE T R oF

KUITANSI PEMBAYARAN
Tahun Lugparan
Somor ekl
e Akun
KUITANSY BUKTI PEMBAY ARAN
Sudah terima dari
Jumlab wang . Rp.
Untnk
BANDA ACEH. .o
Mama Perusahiaan
Nama Pimpinan
Jahatan
Setuju dibayar, Lumas dibayar anggal ..o
AN, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluarin

Pejaba Pembua Komitmen

MNama MNama
NIP. NIP.

Bamng' pekerjaan iersehut ickh dikerima’
drdesaikan dengan lenghap dan baik
Pejabal vang hertang gungjawab Pelaksana Program dan Kegiatan

Nama Nama
NIP. NIP.
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KEFUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

JL. Byeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E-mail: humas@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP.

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Pembayaran Belanja

...............................................................

................................................ , telah dihitung dengan benar
berdasarkan keputusan yang berlaku.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara karena kelebihan/
keteranjuran pembayaran ... s
maka kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk
menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh,

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP.
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB FORMAL DAN MATERIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama
NIP
Jabatan

dengan ini menyatakan :

1.

bahwa semua bukti pendukung kwitansi Pembayaran Belanja
........................................... » Sesuai dengan Kuitansi No. ...........,
Tanggal ....coevssessnsesnnss y Sebesar Rp..cccoscarsssssssssss yang saya ajukan
penandatanganannya, telah dijamin kebenarannya baik secara formal
maupun material;

bahwa jika dikemudian hari ternyata terbukti adanya kesalahan dan
ketidakbenaran bukti yang saya ajukan, maka saya bertanggungjawab
secara penuh terhadap semua tuntutan dan akibat hukum, baik berupa
tuntutan perdata maupun pidana;

bahwa saya bertanggung jawab secara penuh terhadap terlaksananya
kegiatan sesuai prosedur dan teknis telah berjalan sesuai ketentuan serta
mencapai target sebagaimana yang ditetapkan;

bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini saya buat dengan
sesungguhnya, sehingga menjadi keyvakinan bagi penandatanganan
kuitansi amprahan bebas dari tuntutan hukum akibat dari kesalahan dan
ketidakbenaran bukti pendukung kuitansi, baik tuntutan hukum pidana
maupun perdata.

Demikian sebagai bukti hukum yang akurat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Banda Aceh,

Pejabat Pembuat Komitmen Jabatan yang membuat
Pernyataan

Nama Nama

NIP. NIP.
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

- - BUKTI PEMOTONGANPEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2], PASAL 15 PASAL 22, DAN PASAL 21 FORMULIR BFPU
¥ B
KEMENTERIAN KEUAMGAN Ri W owowor :| | [ ]I V11111 Ha Drmmu
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 43 Dmmu 0w Dh-nunm s Dmmunnu

A IDENTITAS WANE PAJAK YANG DIFOTONGDIPUNGUT

a1 HPWP Elj!|||l_j__LJDl_L_LJEED
A2 K A IR NS NN

3 Mama

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIFOTONGTHP UNGUT

1

Keterangan Kode Objek Pajak

B.T  Dokumen Referensi ; Momor Dokumen !

B.8  Dohumen Referensl untul Faktur Pajel, spabds sds @
Neomor Faktur Pajak : [ Jrangot [T Joe [T Jmm [T I ]
[ K ] D PPh dbebank sn berds sarisn Surst Ksbersngan Bebas [SKB)
W Tanggw [ Joo [ lmm [TTT1 o

B.19 D PP yang dRanggung oleh Pemecintah (OTP) terdas arkan

B D PPh dalism hal bramsais | mengpunsken Sursd Kelersngsn berdss srt am PP Nomor I3 Tabhun 318 dengan Nomor -

B.12 D PPh yang dipotong/dipungul yarg dbenkan fasiltas PPh be rdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
ca NPWP T 1 | (1 5 Y 6 6 1 ) 0 9

G2 MNama Wajl Pajak :

ex wsawmomaenss . [T] [TT] CLL] O] CI1J (O] CITT]
ca e - O« e 01D

C5  Nama Penandatangan 1

CH  Pernyatsan Wajb Pajak 3 m:;r:ﬁh;:ﬁﬂﬁ”mﬁﬁ“lmﬁmum#aw“

AT W LA LA N [T U SR P s P n i Ll e Bt g e e DR s e g
T WA [ T A

D TR P danan ol Peresin ) el Peas

S el e pay Sarmeg Drestord jerckeral Pyas e e Sates e Pernaiongen Persungf an e nians Pemeeias n
i e AR b e e regan S pml e el P ey e e e Lnf ks v oens Parsiod g e
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KEPUTUSAN REKTOR NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
\ CETAKAN KODE
; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

NPWP
HAMA
ALAMAT

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN Po-
JUMLAH SETOR ! Rp.
TERBILANG :

URALAN

NPWP PENYETOR
NAMA PENYETOR
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING
MASA AKTIF

Catatan: Apablla ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat
kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.
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KEPUTUSAN REKTOE NO 40 TAHUN 2023
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH YANG
BERSUMBER DARI DAFTAR ISIAN
PELAKSANA ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor SPM-BLU - Momor SP2D
Tanggal - Tanggal
Fakuitas Unit -

Keg/Sub : Sumber Aggaran DIPA-BLU
jAkun Jenis Pembayaran :

Hendaklah mrrcalrkanmmmEarkan dari Rekening Momor

e [ Non Tunsi [

Uang sebesar Rp. | |

iIiTﬁhlaWbI'

Kepada
NPWP

Mo. Rekening
Bank/Pos

Untuk Pembayaran

Banda Aceh,
Pejabat Penandatangan SP2D

Nama
NIP




DAFTAR SINGKATAN

ADK : Arsip Data Komputer

AUPK : Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
BKD : Beban Kerja Dosen

BLU : Badan Layanan Umum

BOPTN  : Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri
Dosen DT : Dosen dengan Tugas Tambahan

Dosen DS : Dosen Biasa

DTBPNS : Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil

GPP : Gaji PNS Pusat

GUP : Penggantian Uang Persediaan
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
KAK : Kerangka Acuan Kerja

KGB : Kenaikan Gaji Berkala

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
LS : Langsung

PA : Pengguna Anggaran

POK : Petunjuk Operasional Kerja

FPABP : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
RM : Rupiah Murni

RUP : Rencana Umum Pengadaan
RPD : Rencana Penarikan Dana
Satker : Satuan Kerja

SK : Surat Keputusan

SPJ : Surat Pertanggungjawaban
SPP : Surat Permintaan Pembayaran
SPBy : Surat Perintah Bayar

SPD : Surat Perjalanan Dinas

S5PM : Surat Perintah Membayar

sSP2D : Burat Perintah Pencairan Dana



SPTB
SPTJM
SPTJFM
SPKL
SSP
TOR
TUP

UIN

: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Formal dan Material
: Surat Perintah Kerja Lembur

: Surat Setoran Pajak

: Term of Reference

: Tambahan Uang Persediaan

: Universitas Islam Negeri
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